
Tembusan: 

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI. 
 

 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA 

KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
Jalan Gedongkuning Nomor 146 Yogyakarta 55171 
Telepon : (0274) 378431, Faksimile : (0274) 374081 

Laman : https://jogja.kemenkumham.go.id/,  Surel : kanwiljogja@kemenkumham.go.id 
 

Nomor : W.14-PP.03.01-7345           13 Juni 2024 

Lamp. : 1 (satu) lembar  

Perihal : Undangan Pengharmonisasian, 

Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi 

Rapergub 

 

Yth.  

(Terlampir) 

di - 

Tempat 

 
 

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta 

mengadakan rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rapergub 

tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor, yang akan diselenggarakan pada: 

 

Hari/Tgl : Selasa/25 Juni 2024 

 Pukul : 09.00 WIB - selesai 

Tempat : Ruang Rapat Biro Hukum Lantai 2 

Acara : Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rapergub 

tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor 

dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

 

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon perkenan Bapak/Ibu untuk menghadiri 

kegiatan dimaksud. 

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

 

 

Kepala Kantor Wilayah, 
 
 
 
 
Agung Rektono Seto 
NIP 197012021999031001 

 

 

 

https://jogja.kemenkumham.go.id/


Tembusan: 

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI. 
 

Lampiran Surat 

Nomor : W.14-PP.03.01-7345 

 Tanggal : 13 Juni 2024 
 
 
 
 
 

DAFTAR UNDANGAN 

 
 

Kepada Yth:  

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DIY; 

2. Inspektorat DIY; 

3. Kepala Biro Perekonomian Setda DIY; 

4. Kepala Biro Hukum Setda DIY; dan 

5. Tim Perancang Pengharmonisasian Rapergub tentang Penghapusan Sanksi Administrasi 

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor: 

a. Nova Asmirawati; 

b. Heribertus Andri Ariaji; 

c. Ruly Nindasari Sihmawati; dan 

d. Yulius Koling Lamanau. 

 

 

Kepala Kantor Wilayah, 
 
 
 
 
Agung Rektono Seto 
NIP 197012021999031001 

 


